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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dari temuan 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Provinsi Se-Indonesia. Variabel independen penelitian ini adalah ukuran, opini, 
skor kinerja, dan kompleksitas pemerintah daerah. Variabel ukuran pemerintah 
daerah diproksikan dengan jumlah realisasi pendapatan. Variabel opini 
menggunakan variabel dummy atas opini tahun sebelumnya. Variabel skor kinerja 
menggukanan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 
yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Variabel kompleksitas menggunakan 
jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai proksi. Variabel 
dependen, temuan pemeriksaan, diukur dengan jumlah temuan. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia 
tahun anggaran 2011 – 2014. Dalam pengambilan sampel, digunakan metode 
purposive sampling sehingga didapatkan data penelitian sebanyak 124 laporan 
keuangan. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode 
regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dan opini tahun 
sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap temuan pemeriksaan. Ukuran 
berpengaruh positif sedangkan opini berpengaruh negatif. Selain itu, penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa kompleksitas entitas dan skor kinerja tidak berpengaruh 
signifikan terhadap temuan pemeriksaan. 
Kata Kunci: Temuan pemeriksaan, ukuran pemerintah daerah, opini tahun 

sebelumnya, skor kinerja, kompleksitas pemerintah daerah 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the determinants of audit finding numbers 

issued by Supreme Audit Board on financial report of provinces in Indonesia. 
Independent variables in this research is size, opinion, performance score, and 
complexity. Size is measured by realized of revenue while opinion is measured by 
dummy variable. One for unqualified opinion, zero for others. Performance score 
refers to Ministry of Domestic Affairs Determination. Whereas complexity is 
measured by numbers of units of work. 

Population of this research is all Provincial Government in Indonesia. 
Purposive sampling method is using to take the samples so it takes 124 financial 
report fiscal year 2011 - 2014 to use as data research. Method for testing the 
hypothesis in this research was conducted using multiple linear regression. 

The results show that size and previous-year opinion have significant 
effect to audit finding numbers. Size makes a positive influence to audit finding 
numbers while opinion makes negative influence. This research also shows that 
complexity and performance score have no effect to audit finding numbers. 
 
Keywords: Audit finding numbers, size, previous-year opinion, performance 

score, complexity 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

menandai perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia dari yang berbentuk 
sentralisasi menjadi desentralisasi. Termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan 
keuangan. Apalagi dengan adanya beberapa perubahan undang-undang tersebut 
dan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah semakin mengokohkan pemerintah daerah dalam mengatur 
dan mengelola urusannya sendiri demi terpenuhinya kesejahteraan masyarakat 
setempat. 

Menurut Mardiasmo (2005), untuk terciptanya tata kelola sistem 
pemerintahan daerah yang baik (good governance), setidaknya ada tiga aspek 
yang harus dipenuhi yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Dari sisi 
pemeriksaan, pemerintah telah melahirkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU. No. 15 
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam undang-undang terebut 
disebutkan bahwa lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan tugas 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah adalah 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum dipertanggungjawabkan kepada 
rakyat, pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk 
diaudit. Begitu juga dengan pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya pemeriksaan 
laporan keuangan adalah untuk memberikan opini yang dituangkan di dalam 
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Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selain opini, LHP juga berisi temuan 
pemeriksaan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang menjadi pertimbangan 
diberikannya sebuah opini. 

Berdasarkan Keputusan BPK No. 1/K//I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan 
Manajemen Pemeriksaan, BPK selaku lembaga audit eksternal pemerintah 
melaksanakan serangkaian pemeriksaan yang terdiri dari penyusunan rencana 
kerja, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan hasil 
tindak lanjut, dan evaluasi pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan meliputi 
komunikasi awal antara BPK dengan pimpinan entitas, pelaksanaan program 
pemeriksaan, penyusunan kertas kerja pemeriksaan (KKP), penyusunan temuan 
pemeriksaan, dan komunikasi akhir.  

Komunikasi akhir dilakukan dengan mendiskusikan permasalahan yang 
telah ditemui dan menyampaikan laporan temuan pemeriksaan (LTP) kepada 
pimpinan entitas. LTP merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang 
diperoleh selama pemeriksaan dan berfungsi sebagai komunikasi antara tim 
pemeriksan dengan pejabat entitas yang diperiksa sebelum penyusunan laporan 
hasil pemeriksaan (LHP). 

Berdasarkan alur pemeriksaan di atas, dapat kita ketahui bahwa 
komunikasi antara auditor dan auditan sudah dimulai di awal pelaksanaan 
pemeriksaan. Menurut Cohen, dkk (2007), komunikasi antara auditor dan auditan 
sendiri merupakan masalah yang cukup menarik untuk dikaji bagi para peneliti 
dan praktisi. Sarbanes Oxley Act of 2002 mengamanatkan bahwa auditor harus 
berkomunikasi dengan komite audit terkait dengan kebijakan dan praktik 
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akuntansi, serta topik lainnya. Sedangkan Statement of Auditing Standards (SAS) 
No. 115 mensyaratkan auditor dalam menerbitkan laporannya kepada auditan 
secara khusus menyinggung masalah kelemahan signifikan atas pengendalian 
internal yang ditemukan selama pemeriksaan. Tidak jauh berbeda dengan di 
Indonesia, BPK juga mensyaratkan penyampaian temuan yang di dalamnya 
memuat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, 
penyimpangan, dan ketidakpatuhan yang material untuk dilaporkan; kelemahan 
sistem pengendalian internal yang material untuk dilaporkan; kegagalan suatu 
program yang diperiksa; dan ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria yang 
ditetapkan. 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan di luar negeri mengenai 
komunikasi antara auditor dan auditan. Wallace (1981) meneliti praktik 
pengendalian internal 20 pemerintah kota dan menemukan bahwa penyebaran 
Management Letter (ML) Comments yang disampaikan auditor dalam laporan 
keuangan tahunan adalah salah satu cara pemerintah kota melaporkan 
pengendalian internal mereka. Ia menyimpulkan bahwa pengungkapan 
permasalahan pengendalian internal secara terbatas berguna dalam berkomunikasi 
dengan publik namun lebih bermanfaat untuk manajemen pemerintah kota.  

Lebih lanjut Wallace (1992) menyelidiki isi ML yang dikeluarkan untuk 
perusahaan publik di Amerika Serikat. Dia menemukan bahwa manajer 
perusahaan menganggap ML tidak baik karena manajemen dapat dianggap lalai 
ketika gagal dalam menetapkan pengendalian internal. Namun ia melihat bahwa 
auditor tetap mampu bertahan dalam tekanan manajemen agar ML tersebut 
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tereliminasi. Di sini Wallace membedakan antara temuan baru dan temuan 
berulang. Temuan berulang menandakan bahwa manajemen kurang perhatian 
terhadap temuan audit. 

Berbeda dengan Wallace (1992), Cox dan Wichmann (1993) menyelidiki 
persepsi kualitas sistem pengendalian internal, termasuk ML, dan justru 
menemukan bahwa pimpinan daerah di Amerika serikat cenderung 
mempertimbangkan ML dan menganggap bahwa ML merupakan sumber 
informasi yang berharga. Mason, dkk (2001) juga pernah mensurvey beberapa 
manajer perusahaan non-listing di Britania Raya dan menemukan bahwa manajer 
perusahaan menganggap ML berharga. Mason, dkk (2001) juga mengetahui 
bahwa sebelum disampaikan, konten ML terlebih dahulu didiskusikan secara lisan 
sehingga sudah tidak tercantum lagi saran-saran yang tidak “diinginkan”. 

Di indonesia, temuan pemeriksaan BPK juga bisa menjadi hal yang 
menarik untuk dikaji. Sebagaimana ML Comments, temuan pemeriksaan 
merupakan salah satu bentuk komunikasi auditor kepada kepala daerah. Temuan 
pemeriksaan bisa menjadi ancaman bagi kepala daerah. Pada kasus temuan di RS 
Sumber Waras, misalnya, Gubernur DKI mengatakan bahwa audit BPK “ngaco” 
setelah diperiksa KPK karena temuan BPK (www.republika.co.id). Bahkan, 
terkait kasus yang sama, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan 
pernyataan bahwa temuan BPK janggal. 

Telaahan Wallace atas ML comments menimbulkan pertanyaan apakah 
muatan ML comments menandakan bahwa pengendalian internal entitas tersebut 
telah baik atau justru karena kurangnya perhatian auditor. Johnson, dkk (2012) 
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menyebutkan dan mengklasifikasikan bahwa ML Comments dipengaruhi dari 
karakteristik auditan dan auditor. Dari karakteristik auditan, digunakan beberapa 
variabel di antaranya ukuran pemerintah, penerimaan Government Finance 
Officers Association (GFOA) Certificate of Achievement for Excellence in 
Financial Reporting, penerimaan opini WTP, dan kualitas pengendalian internal. 
Sedangkan dari sisi auditor, mereka meneliti pengaruh variabel expertise dan 
masa kerja terhadap ML Comments. Penelitian serupa juga dilakukan oleh 
Hapsari, dkk (2013) yang menelaah terhadap temuan pemeriksaan BPK. 
Penelitian tersebut juga membagi faktor penentu temuan dari dua sisi, auditan dan 
auditor. 

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015, dapat 
diketahui bahwa BPK telah memeriksa 504 LKPD Tahun 2014 dari 539 
pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK). yaitu: 34 
pemerintah provinsi, 379 pemerintah kabupaten, dan 91 pemerintah kota. Dari 
objek pemeriksaan tersebut, BPK menunjukkan terdapat 12.170 permasalahan 
atau 8.019 temuan. Permasalahan tersebut meliputi 6.034 (49,58%) kelemahan 
sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan senilai Rp14,39 triliun atau sebanyak 6.136 kasus (50,42%). 
Hasil pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam temuan terdiri dari satu atau lebih 
permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap perundang-
undangan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan disebut dengan 
istilah kasus. 
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Sebagaimana Johnson, dkk (2012), peneliti juga menggunakan ukuran 
pemerintahan sebagai variabel independen. Ukuran pemerintahaan dijadikan 
sebagai variabel independen karena entitas yang lebih besar memiliki ruang 
lingkup yang lebih luas dan membutuhkan koordinasi dan kontrol yang baik (Ge 
dan McVay, 2005). Sebagai contoh, Krishnan (2005) melaporkan hubungan 
positif antara ukuran auditan dan kemungkinan masalah pengendalian internal.  

Selain ukuran pemerintah, Cox dan Wichmann (1993) dalam 
penelitiannya menemukan bahwa petugas keuangan kota yang mendapatkan 
Sertifikat GFOA memiliki tingkat persepsi yang tinggi atas kekuatan pengendalian 
intern pemerintah mereka sendiri dibandingkan kota yang tidak mendapatkan 
sertifikat GFOA. Pengendalian internal yang lebih baik harus dikaitkan dengan 
lebih sedikitnya masalah/kasus, maka seharusnya lebih sedikit temuan. Hapsari, 
dkk (2013) dalam Simposium Nasional Akuntansi XVI menggunakan proksi 
government grade (peringkat kinerja Pemerintah Daerah) sebagai ukuran atas 
penerimaan penghargaan ini. Peringkat dan skor pemerintah daerah dikeluarkan 
oleh Kementerian Dalam Negeri secara nasional. Kementrian Dalam Negeri, 
berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan untuk 
menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan 
Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional. 
Pemerintah yang mendapatkan peringkat dan skor yang lebih tinggi cenderung 
dikelola lebih baik daripada yang mendapatkan peringkat lebih rendah sehingga 
temuan yang didapatkan lebih sedikit.  
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Opini audit merupakan variabel lain mengenai kualitas manajemen suatu 
pemerintah daerah. Pemerintah yang mendapatkan opini lebih tinggi seharusnya 
memiliki pengendalian internal yang baik sehingga mendapatkan temuan lebih 
sedikit. Karena opini yang diberikan merupakan cerminan bagi kualitas 
pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Perkembangan opini pada 
tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan adanya kenaikan opini sebesar 
25,79% pada 130 LKPD. Terdapat kenaikan dari WDP menjadi WTP sebanyak 
104 LKPD, dan kenaikan opini dari TW atau TMP menjadi WDP atau WTP 
sebanyak 26 LKPD. Walaupun terjadi kenaikan opini LKPD sebesar 25,79%, 
terdapat 3,97% atau 20 LKPD yang  memperoleh penurunan opini (BPK RI, 
2015). Gambar 1.1 di bawah ini merupakan grafik tren opini yang terjadi dari 
tahun 2010 sampai 2014 

 
Gambar 1.1  Grafik Tren Opini. 

 Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, September 2015 
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Mencermati hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan 
menganalisis determinan jumlah temuan audit di sektor pemerintah daerah di 
Indonesia dengan jurnal Johnson, dkk (2012) sebagai acuan utama dengan 
berfokus pada sisi auditan selain variabel material internal control weaknesses. 
Selanjutnya peneliti menambahkan kompleksitas sebagai variabel independen. 
Petrovits, dkk (2010) (dalam Puspitasari, 2013) menemukan bahwa kompleksitas 
berhubungan positif dengan kelemahan material pengendalian internal. Khasanah 
(2014, h.33) mengatakan bahwa: 

Kompleksitas merupakan kajian atau studi terhadap sistem kompleks. Kata 
“kompleksitas” berasal dari bahasa latin complexice yang artinya totalitas 
atau keseluruhan, yaitu sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik 
secara keseluruhan. Kompleksitas adalah kondisi dan beragamnya faktor-
faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi 
organisasi. Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi 
di mana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang 
mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
 

Semakin kompleks suatu entitas maka membutuhkan pengendalian yang lebih 
baik. 
1.2 Rumusan Masalah 

Manajemen tentu ingin dinilai baik oleh pemangku kepentingan. Temuan 
audit yang banyak, menandakan bahwa manajemen masih memiliki kelemahan 
pengendalian internal dan kepatuhan terhadap aturan. Kelemahan pengelolaan 
yang ditemukan auditor dapat mengganggu kepentingan manajemen. 

Johnson, dkk (2012), menemukan bahwa ML Comments dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, yaitu ukuran entitas, penerimaan sertifikat GFOA,  opini 
WTP, dan material weaknesses pada pengendalian internal. Sedangkan Hapsari 
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dkk (2013) menemukan bahwa temuan pemeriksaan dipengaruhi oleh government 
grade dan unqualified opinion.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap jumlah 

temuan pemeriksaan pada Pemerintah Daerah di Indonesia? 
2. Apakah peringkat kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap 

jumlah temuan pemeriksaan pada Pemerintah Daerah di Indonesia? 
3. Apakah opini tahun sebelumnya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

berpengaruh negatif terhadap jumlah temuan pemeriksaan pada Pemerintah 
Daerah di Indonesia? 

4. Apakah kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap jumlah 
temuan pemeriksaan pada Pemerintah Daerah di Indonesia? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Atas rumusan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap jumlah temuan BPK 
atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan pemerintah daerah di Indonesia. 

Selain itu, beberapa manfaat yang diharapkan bisa didapatkan dari 
penelitian ini diantaranya adalah: 
1. Memberikan sumbangsih untuk pengembangan teori, khususnya terkait dengan 

temuan pemeriksaan serta memperluas kajian tentang pengaruh ukuran, 
peringkat, opini, dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap temuan 
pemeriksaan. 
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2. Memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah temuan pemeriksaan. 

3. Memberikan masukan, wawasan, referensi tambahan, dan sebagai literatur 
untuk penelitian lebih lanjut mengenai tema ini. 

4. Memberikan pandangan kepada Pemerintah Daerah selaku pembuat laporan 
keuangan agar dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas 
laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan temuan pemeriksaan. 

5. Memberkan pandangan kepada BPK selaku pemeriksa laporan keuangan agar 
dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan dan memperhatikan hal-hal yang 
berpengaruh terhadap jumlah temuan pemeriksaan. 

1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari lima bab, yakni: 

1. Bab pendahuluan 
 Bab pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah yang 
menjelaskan mengenai gambaran fenomena dan permasalahan yang terjadi terkait 
dengan fenomena tersebut. Setelah urain latar belakang masalah tersebut, 
ditentukan rumusan masalah yang lebih spesifik untuk menjadi bahan acuan 
dalam menentukan hipotesis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai apa 
tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Pada akhir bab dijelaskan mengenai 
sistematika penulisan penelitian. 

2. Bab telaah pustaka 
 Dalam bab II, dijelaskan mengenai berbagai landasan teori yang menjadi 
dasar pemikiran penelitian ini. Setelah itu, disebutkan pula pula penelitian 
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terdahulu yang telah dilakukan yang menyebutkan peneliti, tahun penelitian, judul 
penelitian, dan hasil penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki 
keterkaitan dengan hipotesis yang akan diajukan. Akhir bab II menjelaskan 
tentang kerangka pemikiran dalam penelitian dan hipotesis dari permasalahan 
yang diungkapkan dalam Bab I. 

3. Bab metode penelitian 
 Bab III menjelaskan metode penelitian berupa variabel-variable penelitian. 
Baik itu variabel terikat maupun bebas. Setelah itu dijelaskan definisi operasional 
dari masing-masing variabel dan bagaimana cara mengukur variabel tersebut. 
Kemudian dijelaskan tentang jumlah dan karakteristik populasi dan sampel yang 
digunakan, jenis dan sumber data yang didapatkan, serta metode pengumpulan 
data. Selanjutnya akan dibahas metode analisis yang digunakan untuk mengolah 
data yang sudah dikumpulkan dari obyek penelitian. 

4. Bab hasil dan analisis 
 Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian. Deskripsi tersebut 
menjelaskan tentang ringkasan populasi dan sampel dari objek penelitian. Setelah 
itu, dijelaskan mengenai hasil olahan analisis data keluaran SPSS berupa uji 
asumsi klasik dan uji hipotesis. Dan di akhir dijelaskan mengenai interpretasi hasil 
dan argumentasi terhadap hasil penelitian tersebut. 

5. Bab penutup 
 Bab V berisi tentang simpulan yang diperoleh dari hasil pengujian dan 
analisis. Selain itu, disebutkan pula kekurangan dan keterbatasan yang ada pada 
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penelitian ini yang diharapkan bisa dipertimbangkan oleh peneliti-peneliti 
selanjutnya. Terakhir  peneliti memberikan saran-saran agar penelitian selanjutnya 
bisa dilakukan untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini dan 
menemukan faktor lain yang bisa diteliti lebih lanjut. 
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